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Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan suatu realitas yuridis yang tidak 

terelakkan, di mana hukum waris perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam 

hidup berdampingan tanpa adanya unifikasi hukum yang komprehensif. Kondisi ini 

menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan sistem hukum yang berlaku, 

khususnya bagi etnis Tionghoa yang secara historis tunduk pada hukum perdata 

barat, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh hukum adat yang bercorak 

patrilineal. Dalam konteks tersebut, keberadaan Akta Keterangan Hak Mewaris 

(AKHM) menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan legitimasi 

formal terhadap kedudukan para ahli waris. Akan tetapi, hingga saat ini belum 

terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur kewenangan Notaris dalam 

pembuatan AKHM, sehingga menimbulkan kekaburan norma (vage normen) serta 

potensi disharmoni dalam praktik. Di satu sisi, Notaris sebagai pejabat umum 

memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, ketiadaan dasar hukum yang 

spesifik terkait AKHM menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan dan 

tanggung jawab Notaris, khususnya dalam membedakan antara kebenaran formal 

dan kebenaran materiil. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan 

dengan kemungkinan timbulnya sengketa kewarisan akibat ketidaksesuaian data 

atau tidak terakomodasinya seluruh ahli waris dalam akta tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan 

Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta menganalisis mekanisme 

penyelesaian sengketa kewarisan yang timbul dalam praktik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kewenangan Notaris dan hukum waris, bahan hukum sekunder 

berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier 

yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara 

sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran 

hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna 
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memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti 

serta mengidentifikasi adanya kekosongan norma maupun inkonsistensi pengaturan 

yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Notaris dalam 

pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa merupakan 

kewenangan atribusi yang bersumber dari kewenangan umum Notaris dalam 

membuat akta autentik, meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Notaris hanya bertanggung jawab 

terhadap kebenaran formal akta, yaitu berkaitan dengan identitas para pihak dan 

kelengkapan dokumen yang diajukan, sedangkan kebenaran materiil mengenai 

siapa yang berhak sebagai ahli waris sepenuhnya menjadi tanggung jawab para 

pihak. Kondisi ini menyebabkan AKHM hanya memberikan kepastian hukum 

secara formal, namun belum menjamin kebenaran materiil, sehingga tetap 

berpotensi menimbulkan sengketa apabila terdapat ketidaksesuaian data atau 

adanya pihak yang tidak diakomodasi dalam akta. Kedua, penyelesaian sengketa 

kewarisan yang berkaitan dengan AKHM dapat dilakukan melalui jalur litigasi 

maupun non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui 

pengadilan dengan mekanisme pembuktian yang memungkinkan AKHM diuji 

kekuatan pembuktiannya, khususnya terkait aspek materiil. Sementara itu, 

penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, atau 

bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang mengedepankan kesepakatan 

para pihak. Sengketa pada umumnya timbul akibat ketidaksesuaian data, perbedaan 

klaim antar ahli waris, atau adanya pihak yang tidak dicantumkan dalam AKHM. 

Oleh karena itu, meskipun AKHM memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik, 

penggunaannya tetap memerlukan kehati-hatian serta dukungan pengaturan yang 

lebih jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum 

bagi para pihak serta mempertegas batas kewenangan Notaris dalam praktik. 
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ABSTRAK  

Kata Kunci: Akta Keterangan Hak Mewaris, Etnis Tionghoa, Kewenangan Notaris 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pluralisme hukum waris di Indonesia yang 

menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan sistem hukum yang berlaku, 

khususnya bagi etnis Tionghoa. Dalam praktik, Akta Keterangan Hak Mewaris 

(AKHM) digunakan sebagai alat bukti status ahli waris, namun belum terdapat 

pengaturan yang secara eksplisit mengatur kewenangan Notaris dalam 

pembuatannya sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi sengketa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan 

Akta Keterangan Hak Mewaris serta penyelesaian sengketa kewarisan pada etnis 

Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis 

secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Notaris dalam 

pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) pada etnis Tionghoa 

merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari kewenangan umum Notaris 

dalam membuat akta autentik. Namun, kewenangan tersebut tidak diatur secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekaburan 

norma. Dalam praktiknya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran 

formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak, tanpa menjamin 

kebenaran materiil mengenai status ahli waris, sehingga AKHM berpotensi 

menimbulkan sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa kewarisan yang berkaitan 

dengan AKHM dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sengketa 

umumnya timbul akibat ketidaksesuaian data atau adanya pihak yang tidak 

terakomodasi dalam AKHM. Dalam hal ini, AKHM hanya memiliki kekuatan 

pembuktian formal, sehingga masih dimungkinkan untuk dibantah melalui 

pembuktian lain di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan 

untuk meminimalisir sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. 
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